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RETRIBUSI TEMPAT REKREAST DAN (ML.AH HALA
PERATURAN DAFRAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 10 TAHUN 2003 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TENTANG BUPATI BANYUMAS,
RETRIBUSI TEMPAT REKREAS] DAN OLAH RAGA

Memmhbang @ A, hahwauntuk meningkatkan Pendapatan Dacrah dari
Hetribusi ‘lempat Rekreasi dan Olah Raga perlu
sdanya perubahan tarif,

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tinghat
IT Banyumes Momor | Tahun 1599 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Roga sudoh tidak sesuai
Tagi denpgan kondisi saat ini;



Mengingat

. bahwa sehubungan dengan hal tersebul. perlu

mengatur kembali Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olah Raga dengan Peraturan Doersh.

Undang-undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-daerah Kebwmten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tenpah:

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (L=mbaran Negara lahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran MNepama
Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 enmng

Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahum 1990
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara NMomor
1427):

. Undang-undang Nomor 1% Tahun 1997 tentang

Pajak Duersh dan Retribusi Dacrah (Lembaran
Megara Tahun 1997 Nomor 41, Tambaban
Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah
divhah dengan Undang-undang Momor 34 Tabun
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Momor 60, Tambahan Lembaran Negars
Nomor3839);

Peraluran  Pemerintnh Nomor 67 Tahun 1996
temang Penyelengaraan Kepariwisazaan (Lembaran
Negara Tahun 1996 MNomer 101, lambchan
Lembaran Megara Nomor 3658);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintsh dun Kewenangan
Propinsi sehagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tehun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran NegaraMomor 2952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000
tentarg Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 4179,

Keputusan Menteri Dalam Negenn Momor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Retribusi Dacrah;
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Keputusan Mented Dalam Neperi Nomor 175

Tabhun 1997 tentang Tatn Cara Pemeriksaan di
Bidung Retribusi Dasrah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147
lahun 1998 tentang Komponen Menctapan Tarifl
Retribusi;

Perawran Dasrah Ksbupaten Daersh Tingkar I
Baryumas  Nomor 11Tahun 1985 (entang
Penunjukan, Pengangkatan, Kewemangan dan
Pemberhentian Pegawni Negeri Sipil Scbagai
Penyidik Pada Pemerintan Dacrah Kabupaten
Daerah Tingkst [l Banyumas (Lembaron Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat [I Banyumas Tahun
1985 Nomaor 5 Sari D);

. Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 23

Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kera Dinas Daerah Kabupaten
Banyumas (Lembaran Daerah Ksbupaten
Banyumas Tahun 2000 Nomor 36 Seri D),
schagaimana telsh dinbah dengan Pernturan Deersh
Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tabun 2002
(Lembaran Daerah Kabupaten Danyumas Tahun
2002 Nomor 5 8eri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Memutuskan :

Menctapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG HETRIBLSI

TEMPAT REKREASI DANOLAH RAGA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

L ¥

2
3
4

wn

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Nuerzh adalah Panerintah Kabupaten Banyumas.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Dinas Pariwisata den Kebudoyean edalah Dinas Panwisata dan
Kebudayean Kabupaten Banyumas.

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalab

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pariwisata dan Kehuday san
Kabupaten Ranyumas.



14,

11.

12.

13

14

15.

Wisata ndaleh kegiatan perjalanan atay sebagian dari kegiatan
perjalanan atau sehagian dari kegiatar: tersebut yang dilakukan secarn
sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati Dbyek dan Dayz
Tarik Wisata.

Kepariwisataan adalah segala sesuntu vang berhubungan dengan
penyelenggaraan pariwisata.

Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi
susaran wisata.

Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah Tempat Rekrensi dan Olah
Raga vang dimiliki/dikel:ln Olah Pemerintah Daerah,

Gelanggang Olah Raga (GOR) adalah seluruh lzhan dan aset
perlengkapannys yang terdapat di dalam lahan GOR Satria
Purwokerto.

Stadion wdalsh Iapangan sepek bola Satria besertn semua fasilitas
pendukung vang ada di dalamnva.

Geduny Olzh Raga Indoor adalah Gedung Olah Raga vang tertutup dan
beratap, '
Pelataran'halaman adalah semua halaman yang ada di lahan
Gelanggang Olah Raga(GOR).

Wajib Retribusi adalash OUteng Pribadi atau Badan yang menurul
Peraturan Perundang-undangan Retribusi divwal ibkan untuk melakukan
pembayaran Retribugi, termasuk pemungut stau pemotong Retribusi
tarténtu.

&

‘Masa Retribusi adalah suatu jangka wakin tertantu yang merupakan

19.

21.

gt

. Sumat Ketetapan Retnbusi Dacrah yang sclanjutnya dissbut SERD

adalah Surat Kepulusan yang menentukan besarya jumlah Retribusi

teruang.

. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang sclanjutuys dischut STRD adalah

Surat untuk melakukan tagitan Retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bungadan afou denda.

Surat Setoran Retribusi Dacrak vang selanjutnya dissbut SSRD adalah
tanda bukti pembayaran Retribust.

selanjuinya  dischul SKRDEKBT adalah Surat Keputusan yang
menetapkan tambahan atas jumiah Retribuosi yang telahditetapkan
Surat Keletapan Retribusi Deerah Lebih Rayar yang selanjutnya

disebut SKRDLB adalah Surm Keputusan yang menentukan jumiah

kelebiban pembaysran Retribusi karena jurnlah kredit Retribusi lebih
besar dari Retribusi vang terutang atau tidsk seharusnya terutang.

i Mﬁmwswﬂmkm terhadap

SKRD, SKRDKBT. SKRDLB atau tethadap  pemotongan atau
pemungmanoleh pihak ketiga yang dilakukanclech Wajib Retnbusi.

Perhitungsn Retribusi Daersh adalsh perincian besamya Retribusi
yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, unga,

. kekurangan pembayaran Kewibusi, kelebiban pembayaran Retribusi

maupim pembayaran sanks: adrunistras,

%



24 Pembiyuran Retribusi Daerah adalah sies’ Retribusi atas name Wajib
Retribusi yang fercantum pada STRD, SKRDKH, oty SKRDKBT
yeng belum kadahiwarsa dan retribasi lainnya yang masih teruting

BAB Il
NAMA, SUBYEK, OBYEK, DAN WAJIB RETRIDUSI
Pusal 2

Atas penggunaan jasa Tempat Rekreasi dan Olah Rega di punput Retribusi
dengan Ratribusi Tempat Rekreasi danOlah Raga,

" Pasal 3
(17 Subyek Retribusi adalah Orahg Pribadi atayn Badan yang
“menggunakdn jasa Tempal Rekreasi dan Oleh Raga

(2) 'Wajil Retribusi adalah arang pribadi stau badan yang wajibmembavar
retribusi atas pengpunaan j4¢a Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

o

Obyek Retribusi adalah pengguinaian jash pelayunin & Termpal Rek feasi Uan

TS

olsh raps yang terdir duri -

Retribusi masuk kawasan wisata;

Reuribusi masuk obyek wisata;

Retribust permanfaatan fasilitas yang adadi dalam obyek wisata;
Retribusi permanfivatan fasilitas empat olah raga.

o p oo

BABIII
GULONGAN RETRIBUST
Pasal 5
Retribusi Tempai Rekreasi dan Olah Riga digolongkan schagai Retribusi

Jasa Usaha

iv 2,4

BAB IV

BTN Wt AR FHIIITAIH] -
CARA MENGUKUK TINGEAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat Penggursan jasa divkur berdasarkan frekuensi dan waktu
pemanfaatan tempat rekreasi ﬂmﬁ:iﬁmmlahﬁxg&
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BN I fexart b
FRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKI'LR BESARNYA TARIF

Pusal 7,

Prinsip dan sesaran dalam meneiapkan besarnya tarif Retribust Jasa Usaha
didasarkan pada tuwjuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima olch Pengusaha Swasta
sejenis yang beroperasi secarn etisien dan berorentasi pada harga Pasar

BAR VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
. Ak AEAC b 3T T DNET UL AN )04
(1) Swrukwr dan Besamya Tarif Hetribusi schagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, tersebut dalom lampiran yang merupakan bagian lak
terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

(2) Besarnya Tarif Retribusi tempt ek sebagaimans dimaksug dalam
ayat(1 ) suduh termasuk jaminan asuransi.

e

BAEB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
I'asal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAR VIII
TAT CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapatdi borongkan.
[asal 11

(1) Katagori pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
dan Pasal 8 dilakukan dengan cara mengalikan .
a Jumlahkendaraan;

b. Jumlahorang;
o Lama pemakaizn fasilitas yang disedizkan.

{2} Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi
Dacrah ataw dokumen lain yang dipersamaxan.

11



BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12
(1) Saat Retribusi terutang adalah peda saat ditetapkannya SKED otou
dokumen lmn yang dipersamakan,
(2) Dentukdanisi SKRD ditetapkanolch Bupati.
RAR X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13
Dalarm hal Wajib Retribusi tidak membayar tepal pada waktunya aiau
kurang membayas, dikenakan sanksi administiasi berupss bunga sebesar 2%
(dua persen) setisp bulan dari Retnbusi yang  terutang, yang tidak atau

kurang dibayar dan di wagih dengan menpgunakan Surat Tagikan Retribusi
Daerah.

DAD XI

PENGIU/RANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBERASAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Bupeti berdasarkan permohonan Wajib Retribugi dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan Rembusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi ditetapkan oleh dengan Keputissan Bupati.

BAB XI1

KEBERATAN
Pasal 15
(1] Wajib Rewibusi dapal mengsjukun keberatan kepada Dupati atau
Pejabat vang di tunjuk ams Sura: Ketetapan Retribusi Dasrah (SKRD)

ataudokumen lain yang dipersamakan.

(?) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahosa Indonesia dengan

alasan-alasan vang jelas.



(3

(4

()

(2)

(3)

Kebemtan hars disjukan dalam jangka waktn paling lama 2 (dua)
bulan sejak t=ngpnl Soral Ketelzpan Retribusi Daersh (SKRD)
diterbitkan, kecuali Waiib Rewribusi danst menunjukksn bahwa
jangka wakw o tdak depat dipenuh: karena keadann diluar
kekuassannya.

Pengajuan keberatan tidek menunda kews)iban membayar retribusi
dan pelaksanaan penagihan retribust.

Paxal 14

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal Sural Keberatzn diterima sudah harus
memberikan Keputusan atas keberntan yang diajukan,

Keputusan Bupati atau Pejabat vang ditunjuk atas keboratan yang
diajukan dapat berupa menerima scluruhnya atau scbagian, menolak
alau rmenambah besamya Retribusi vang terutang,

Apabila jangka waku sebapaimanz dimaksud dalam zyat (1) telah

terlampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
Keputusarn, meka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

14
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(2)

(3)

(4)

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
r-m 17

Atas kelebiban pembayamsn Retribusi, Wajib Retmbusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Dupali stau Pejabet
yang ditunjuk.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka wakw paling lama 6
{enam) bulan sejek diterimanya permohonan kelebihan pembayaran
Retribusi sehapsimans  dimakssd pads svat (1), harus sudsh

memberikan Keputusan.

Apabila jongko waktu sebagmmana dimaksud pada avat (2) felah
terlampau: dan Bupati stau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi
Dazrah dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Dacral
Lehih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama |
{ satu) bulan.

Apabila wapb HKetnbusi mempunya utang Retribusi lainnya
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimans dimaksud dalam ayat
(1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang

15



(3)

(@)

(1

(2)

{3)

Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksnd dalam
ayat (1), dilakukan dalam jangks wakw paling lama 2 (dum) bastan
sejak diterbitkannyi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
Jirmaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah lewnt jangka wakt 2
(dua) bulun, Bupaii memberikan imbalan bunga scbhesar 2% (dua
persen) sebulan,
BARB XIV
KEDALUWARSA

Pasal IR

Piutang Retribusi vang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukon penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka wakiu 3 (liga) tahun teratangnya Retnbusi, kecuali
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Kadnluwarsa penaginan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayal
(1) tertangguh apabila:

()

(1)

a. Diterditkan Sura: Teguran.

b Ada peagskuvan uviang Remibusi dari Wajib Retribusi baik
langsung maupun tidak langsung,

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

Wajib Retribust vang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Dactah diancam Pidana Kurungan paling lama 6
{enam) bulan amau denda paling banyak 4 (empat) kali jumluh
Retribust yang terutang.

Tindok Pidana sebagoimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
pelanggaman,

BAB XVI
PFENYIDIKAN
Pasal 20

Pejabat Pegawai Negan Sipil fertentu di lingkungan Pemerintah
Duverah dibert wewenang khisus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di mdang Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 58] tentang
Hukum Acara Pidana.

17
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Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalamayat ( | ) adalah
a Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan st
laporan berkenaan deagan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrab
agar ketorangan atau laporan tersebut menjedi lengkop dan jelas.

b. Menelit, mencari, dan mengumpulkan keicrangan mengena
Ovang Pribadi atau Dadan mengenai kebenaran perbuatan yang
dilakukan schubungan dengan tindak picana Retribusi Daersh
tersebut.

¢, Meminta keterangan dan bahan bukti dari Oreng Pribedi atau Badan
sehubungan dengsn tindak pidana dibidang Retribus: Daeran,

d Memenks: buku-buki. catatan-catatan dan dekumen-dokumen
lain berkenaan dengan indak pidena dibidang Retribusi Paerah.

. Melakukan pengeledahan, pencatutan dan dokumen-dokumen lain
serta melakukan penyitaan terhadap bahan buktitersebut

f Memintz bantuan tenags shli dalam magka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidanadibidang Retribusi Dacrah.

g. Menyuruh berhenti, melarang sesecrang meninggalkan ruangan
alru tempat pada sant pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
schagaimana dimaksud pada hurufe.

h. Memotret s=seorang vang berkaitan dengan tindek pidana
R etribusi Daerah

3
- dirmlainga penyidikan dan menyamipaikan hasils peoyvidikannya

(1

()2

(3)

1. Memanggil orang untuk didengas keterangannys dan diperiksa
stelmgai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan pertyidikan - 77T

k. Melakukan tindakan lain yaug perlu untuk kelancaan penyidikan
tindak pidanz di bicang Retribusi Dasrah menurut hukum vang
dapatdipertanggungjawabkan.

Bl

Penyidik sébagaimena dimaksud padd avat (1) temberitabukan

kepada Pepuntut LUmam, sesuni dengan ketenfuan yank diawr dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Huk um Acars Pidana.

' PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN -

wqutl emi Pasal2l . .|

Dinas Pariwisaia dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Kebupaten
Banyumas bertangzungiawab atas pelak sanaan Peraturan Daerah ini

‘Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah im dilakukan
oleh Baclan Pengawas Diaerah Kabupaten Banyumas. ., .

Untuk kepeniingsan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), biaye operasionalnya dibcbankan kepada
APDD yang besarnya diletapk an dengan Kepuiusan Bupati.

L



BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

(1) Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang bukan milik Pemerintah Daerah
apabila pengelolaannya dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah,
‘maka Pemenniah Dacrah memperoleh paling sedikit 13% ( lima belas

- pexsen) dan pendapaten bruto Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Ragalersehut. =

(2) Pengelolaan oleh Pemerintah Dzerah sebagaimana dimaksud dalam
ayat(1) Pemeriniah Dagrah menyerahkan hak pengelolaannya kepada
Kepala Dinas Pariwisala dan Kebudayzan dan Kepala Dinas
Pendidikan sesuai dengan kewenanpannya atas nama Bupati.

P23

Semuapendapatan Retribusi Termpat Rekseasi danOlah Ragadisetor secara
brutto ke Kas Daerah. fa 2 gt S e

BARXIX
PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum dintur dalam Peraturan Daerah ini, scpanjang mengenad
teknis pelaksansanyhekan disturlebib lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini; maka Peraturan Duaerah
Kabupatan Daerah Tingkat 11 Banyumas Nomor | Tehun 1999 tentang
Retnibust Tempat Rekreasidan'QlahRaga, dinvatakantidak berlakna lagi,
Peraturan Daeral ind mulai betlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang’ dapat mengerahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah dini ‘dengan penempatannya dalam
Lembaran Dagrah Kabupaten Banyumas.
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Padatanggal 10 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Pelaksans Tugas,
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[ EMBARAN DAFRAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR2ZSERIC

Lamplran Peraluran Duaerah Kabupaten Banyimas

Moo - 10 Taliun 2003

Tentong: Feiribusi Tempar
Hekreasi dan Olah Raga

TARIF RETRIBUSI TEMI'AT REKREASI

M| NAMATEMPAY | OBYEK RETRIBUS] | BESARNYA | KETEHANGAN
REKREAS] RETRIBUSI
(Rp)
1 2 i 4 3
1 |OBYEK WISATA
1. Lakawizala Masuk Loknwisain 3 nrang -
Datumeden . Kofam Renmng | $00vsrang -
B Papan Luncur | M arang -
o Repecn Alr L5000 rmng | - Maksamnl 15
4 Mendi Air Panas meni
R 300worang | - Maksimal 15
menit
= Kebg | 2N arang Maksimal 15
menit
f & Korgta Listrik LS00farang | - Maksimmal 15
mehit
1. Mogen (Mobil L50orang | - Maksimal 15
Genot) atm meit
®jenimya
g Komidi Mear Py | - Maksimul 15
mcait
Kendaraan bermiotor
sk Kevwasan
Wimata Balurmmldzn -
& Roda 2 (dua} | .
b Rodn 4 (empar] 4000 -
Mooy Micrmiis
¢ Bnds & (smpmi) 5500
Micto Wus
d. Roda 6 {enmmn) £.000 -
Aebih
7 Taman Botani Masulk Lokei | 00¥otang -
1. Elﬁgﬂmﬂi Mosuk Lok | OO0 o .
4. Wizatn Tirtn o Masuk Lokasi I DO0¥orang
K ali Dacin b Maodi air mireral
=¥Ir X (NK¥orang -
< kelasl I O armng .
. Kolam Keceh | X ¥arang -
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1 2 3 4 .
5. Munuencn Peimsai & Masuk Lokasi SWorng = y
Soedimmun b Murgen { Mulbil I 300Womung | Maksmal 15 menil
Clerifot yatax
sejenismyn
& PMugenm Sendang, Mnsulk Lokos SNy orang .
Maz
. Mosjid Saka Masulk Lok 1 OV arang
Tunggal Cilakek,
Wangnn
&, Parkin Kendarman a Rode 2 (dua) 500 | Beralou urtuk
Bommotor b. Roda & (cmpaf] 2000 |semua tempal
. Rudes 5 {commp 1000 | Rekreasi
ket

24

TARIF RETRIBUSI
FASILITAS FELAYANAN UMUM DAN PEMANFAATAN LAIIAN

(DI SEMUA OBYEK WISATA)

!‘Hﬂ'. OBYERK RETRIBLSI BESARNYA KETERANGAN
RETRIBLUS]
(Rp)
1 1 2= i 4
I IMCK
. Buerg wir lieeilbezsr 0D ‘
b, Macrd 1.006 2
3. | Sound sistomn
o Sound Sksem Musik (Maa 1000 war) 250,000 N Penambahan Lapasitas
liatrik setimp 1,000 Wetl
dikeinak ner o babay
sebesar Kp. 100,000~
b, Sovmd Sistem Pohlic Addness THam) 50 O T -
o Wireless % oonhan Tanpa Rouerai
d Mezaphone [k Tampa Materai
3. | Adnt Music 15 00/ unit! jom Minimal 3 jem
4 | Halgren disekdsr Monormen
Fangiar Sosdirmran
5. Kegiian Kaiveriil 200,000 -ar: -
b Kagiatan Moa Kemersial 150,000 har
§. | Gedung Mandnla Wisstn Baturmaden
i Keginon Karersial 20000 or: -
b. Hon homarsial 1 50,000 ari -
6, |Gedung ¥ Wasa Suka®™ Baturraden
o Keyiaman Karorsial 200,000 N *:
b. Keglatan Non Komersial § 50,000/ uri -

T. | Pangeung 3.000fm2 Tar Tichak termasvk biayn
PeTIREENEAN,
perihangkamn dun
IFARSEOrag].

£ | Tarub { Unick Panggun | 2 (O'm2hars Tidnk tormnasvk baya
e,
(ransporesi.
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TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TEMPAT OLAH RAGA

RO, OBYEK RETRIBUSI TARIF{Rp) KETERANGAN
I | 2 1
| FETADICN SATRIA
A. Kegiatan Olah Rapa
I Pemhinasn - * Dengan Sural Buoan
* Khusus Tinghet
Wilnynh dalam
Kabupsten Bamyumes
{on Permbnaan
Tinghat “asional A0, 00 ar
Tirghkat Propinsi 200,000/ a0
Tingka! Kabapatea 250000 ari
d. Tingkat Kecamatan 200,000 sk
B Kegatn Mon Olah Raga
1. Rapui Urmom Tak Tertwmins 400.000Mad | ¢ Panppung dl luar
2 Rurpmt Tertwats 130 (0 i lepangan
3 Lipacam 2800 D0 ari
Il | GOR “SASANA KRS
A Keghiman Cliah Ragn
1 Permbinnas - * Pengan Surai Bupati
* Khusuz Tinghot
Wilayah datam
Kabupetco Bomyumas
1. Nem Pambinaan
1. Tinghkat Masiona! 0000/ mar
i, Tinghnl Propinsi 450000/ han
Tingkat Kabupaten 10,000 hari
d. Tingknt Keeampian 200 MM hari
D Keguatan on Olah Raga
| Show Bisnis Musik B PR
1. Show Musik Mo Bisnis 1O (e
3: Fapat TimumiTak Terhans A0 DN D
4 Fapat Terhatas A0 M han
5. Krseps) dengan pangeirg 1O MM har
b Hrsepsi non panguung TS0 han
7. Lomba {dengar tiket masuk) 1,000, 004 hawri
8. Lomba (tanpa tkel masak) TS0 00 b
0, Ujinn/Penataran abty Seenisrya Z00L (00 hari

1 hm{lgnnd}.nm 10 M2 .

0,00 5. 0900

(1900 5.0 1Z.1M

T2 sd 13 (K
1% ¥ sd 1E10

1430ed 2130

L LR LR ]
09,00 3.d | 2,00
12,00 5.4 1500
[3.00 0w d 1800

1850 el 21 300

A Fagatsn [ Nah Raga
1. Fembrinaan

20O Eangan/ by
hitlEn

FY Epangan/ichaby
batan

25000 mpapgan kb
Bulan

25000 mpongenub'
bulan

45,000 lnpan gerl b/
bulan

20,000 T apas gan/'k lub’
bl

20,000 apanyan'k lub'

bulan

25,000/ apangan/k lub’
hudam

4O Tpangank by
biilan

4000 Lupangand® fub)
bulan

OBYEK REETRIBUSI TARIF (Hp) KETERANGAN
3 L |
[, Rogtatan Chiah Ripn Rutin
|. Bulu Tengkis, Tenls Mejadan
Sepuk Takruw
.00 &4 90N Mtw:ﬂ:apm'k!uu
AT
4l ad 12060 30,000/ apan gun/kiuk/
bulas
1208 e.d 15,00 35,000/ lopan paniubk/
bulan
1500 =4 1800 35000 Tapargan/civh’
Lialinrn
-Malam 18304 21 30 45 000 Anpangan's luby/
bulun

* Denan Sural Bupat

» Ky Tingkat
Wikeryaiby dhnlom
Kabupaten Baryumias
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N OBYEK RETRIBUSI TARIF (Rp) KETERANGAN

1 2 3 4
2. Mon Pembinman
. Tingkai Masional 300,000 s Per halaman parkir !
b, Tingkat Propins 250000 T
¢ Tingieal Kabupaten 200.000
i, Tinghat Kecamatan 150,000

8. Kegiatan Non Olah Ragy

1. Show Bisnis Musik SO0 0D T = Per halammn maki
2. Show Noa Bisnis Musilk 300 000/han
3. Lain-tuin 420,000 hari
C. Tarif Kendarsan masukfpackir di = 1lntuk satu kali parkir
Kawasun Gor
1. Roda 2 200
2, Roda 4 ron microbus i
3. Roda 4 microbuas 1.00KD
4, Roda 6 etou jehih 2.00K)

IV | FASILITAS PELAYANAN UMUM

A, Fuang Permanenthariim2

1. Kegintan Koacisial 1.500 « L istrik max 450 walt
2. SelcreturmtKantor 100 + Listrik max 230 wall
B. MCK

2. Buang air kecilbesar o0 Solnp sckali mmsukd
k. Mandi 1000 perorang

BUPA YUMAS

ed.
Diundzngkan di Purwokerto o i

Pada tanggal 10 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Pelaksana Tugas,

ttd.

IMAM DURQ
Wakil Bupati

LEMBARAN DAFRAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 SERI C
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